PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

FI DOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGUATAN MODAL

b

)

USAHA LUMBUNG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa lumbung pangan masyarakat merupakan Lembaga
masyarakat Desa/Kelurahan yang bergerak dalam bidang
peayimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan
pangan, dibentuk dan dikelola oleh masyarakat vang berperan
schagai penvangga stok pangan daerah maupun sebagai sumber
ekonomi masvarakat pedesaaan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, agar lumbung pangan mampu berperan dan berfungsi
dengan baik maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan bantuan
penguatan modal usaha lumbung pangan vang ditetaphan dengar
Peraturan Bupau Sumedang,

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintzhan
Ducruh Kabupaten dalam [ingkungan Jawa Barat (Berita Negata
Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 99. Tambahan lLembaran Negara
Nomor 3656).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersith dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (I embaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286):




5 Undang-tindang Nomor i Tahun 2004 tentang Perbendahuraan
Negara (1embaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambuban
Lembaran Negara nomor 4355),

6 tindang-TIndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
tcimbaran Negata Nomor 4437) schagaimana telah diubah dengan
tndang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan
T riuan Femerinuh Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2065 ientang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Naerah Menjadi Undang-undang (l.embaran
Nears Tahun 2005 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negary

Nomor 4548)

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (1.embaran Negara

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

(Al

Keuangan
Tahun 2004 Nomor
44328);

8  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewcnangaii
Pemerintzh dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(1 embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamhahan | embaran

Negara Nomor 3952},

9  Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tcntang
Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 203. Tambahan l.embaran Negara

Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomo
K.euangan Daerah (l.embaran Negara Tahun

-
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1378},
n Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan

f

1
)

r 58 Tahun 2005 teniung Pengelola
2005 Nomor 140

1
LFe R

11 Keputusan Preside
I embaga Ketahanan Pangan Masyarakat Desa atau Seb

ciden Nomor 80 Tghun 2003 tentang Pedoman

Keputusan Presiden
Pelaksanaan Pengadaan Barangjasa Pemerintah, zebagaimand
untuk terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomer

YCEG‘{‘. :l'.JJ?Lh uint
2 Tahun 2006,

13. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor |
erdayaan dan Kesejahteraan Neluarga,

—
9

T'ahun ZO00 entang

Gerakan Pemb

14, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4%
tentang  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten Suymedany
{Lembaran Dacrah Tahun 2000 Nomor 65 Ser1 D 42},

{5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomeor 2 Tahun 2003
Tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah {l.embaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Sert D).

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Dewan Ketahanan Pangan Dan Agribisnis.

Tahun 2040

- Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Ketahanan :

Digpurtemen Pertanian dengan Dirjen Pemberdayaan Masyvarakat Dosa

Departemen Dalam Negeri Nomor - 08/ BKB /% PONd - Teuiang
20-Ui-Tii-2003 3

Kerjuswina Pomberdayaan | umbung Pangan Masyarakat.




MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN

1A

PELAKSANAAN BANTUAN PENGUATAN
oyttt JAN PENGUATAN MODAL USAHA

BAB |1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[Jalasn Peraturan Bupati ym yang dimaksud dengan .

1 Daerah adalah Kabupaten Sumecdang
' i stuh (acrah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

P wiiilesd by

3 Fypati adalah Bupati Sumedang
i nnas adalah Dinas Pertamian Kabupaten Sumedang.

?

5 chaia I 11nas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabuymaics Sumedang.

4  Lumbung Pangan adaiah lembaga milik masvarakat desa yang
siribusian, pengciolun dan

bepoerak G bidang pemyimpanan, pendt
dibentuk dan dikeioia oieh

o
perdagangan hahan pangan yang
masyarakat.
7 Pemberdayaan Usaha j.umbung Pangan adalah suatu proses du
kurang memiliiki akses kepada usaha

masyarskat khususny2 yang
jynbucg  pangan didorong  untuk makin mandin dalam
mengembangkan usaha lumbung mereka
BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tuyuarn Pengelvlaan Modal Usaha Lumbung Pangan diarahkan untuk
4 Memfasiliiasi masyarakat dalam stabilisasi penycdiaan pangan,
b s mpokatkan Lemampuan lembaga lumbung pangan masyarakat
diri menjadi salah satu lomhaga penggerak

ik mengembanghan
pedzsaar




BAB Il
PRINSIP PENGFLOLAAN

Pasal 4
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bergulie dun Pemenmiah kabupaten Sumedane kenada Kclompos
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vang bergerak dr bidang iumbung pangan
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asdal »d

~hagaimana dimaksud dalam pasai 4 Peramuran Supal m

a x‘\.m unluL

a  Membeli gabah dan anggota kelompok lumbung setempsd =
masyarakat pada saat panen raya.

b Dipinjamkan pada angpota kelompok uniuk
nada musim tanam }-\erxLLlp"\ d-‘\"""‘“ V‘“’"“'J“JLJ“ ‘“hf‘-h p:td‘

v

vang dimilik: petam anggotanya

embval usahatam

Pasal 6

| .okasi bantuan diarahkan pada
sediaan pangan nada

a Daerah yang menghadapi permasalahan ketersediaan pangan p2
periede tersebut;
b. Kelompok yang diberikan bantuan penguatan moda! usshs fumbeng

Qs LY

pangan berdasarkan hasil identifikasi.

BAB 1V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENARIKAN BANTUAN
PENGUATAN MODAL USAHA L UMBUNG PANGAN

Pasal 7

n Sumodang
Tt

(1) Dinas Pertanian atas nama Pemerintah Kabupatc
Tahun Anggaran Baru beraking atau ncx.uux
i aengan menyusun rencana pembenan &

.
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{2y  Dinas Pertanian mengidentifikasi keberadaan lumbung pengEn

masyarakat mencakup

i. Kelembagaan

2. Ketersediaan

3 Distribust Pangan

4. Kewaspadaan Pangan

5  Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Pengajuan permohonan bantuan modal usaha  lumbung pangan

dilaksanakan melalui -

a Pengajuan permohonan bantuan oleh kelompok twanii dilenghapi
proposal yang sampaikan kepada Kepala Dinas Pertanan.
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varatan

¢ Apabila  pengajuan permohonan (clah  memenuht  pers
Kepala  Dinas  Pertamian membenkan  rekomendass uniuk

memberikan bantuan
Pasal 9

Penarikan bantuan penguatan modal usaha lumbung pangan disaturkarn
meiaiui Bagian Keuangan Sctda Kabupaten Sumedang dengan cara
menerbitkan Surat Perintah Moembayar Uang (SPMU) yang dicairkan
¢ dana dari rekening Bank Jabar Cabang Sumedang ke

..‘ll ™m d ¥ ﬂf‘b i 4 a) - ~ T a rAan
Rekening masing-masing Ketua Kelompok Tan: penenma dana

melalog transt
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KETENTUAN PENUTIP

Pasal 10

nelakeanaannya akan diatur Icbih lanjut olch Kcpala Dinas
Pasal 11
paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
turan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sumedang
gaal 14 Juni 2006

N

undangkan di Sumedang
da tanggal 19 Juni 2006

6 NOMOR 19 SERI E.




